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The realization of the right to work for persons with disabilities is an 
essential part of human rights protection guaranteed by the 
constitution and various national legal instruments. In Indonesia, the 
obligation for employers to hire persons with disabilities is explicitly 
regulated under Article 53 of Law Number 8 of 2016 concerning 
Persons with Disabilities, requiring private companies to employ at 
least 1% of persons with disabilities and government institutions, 
state-owned enterprises, and regional-owned enterprises to employ 
at least 2%. In practice, however, the implementation of this 
provision remains far from optimal. Many companies fail to comply, 
while law enforcement remains weak due to the absence of specific 
sanctions and effective supervisory mechanisms. This reserch aims 
to examine the legal framework sanctions imposed on companies 
that fail to meet disability employment quotas and evaluate the 
effectiveness of law enforcement in Indonesia. This research 
employs normative legal research using statutory and conceptual 
approaches. The findings indicate that although there is a strong 
normative basis, sanctions are mainly administrative and dispersed 
across implementing regulations and regional bylaws. The absence 
of an integrated enforcement mechanism renders the quota 
obligation more declarative than imperative. Therefore, a 
reformulation of stricter sanctions and strengthened supervision 
through Disability Employment Service Units is necessary. 
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Pemenuhan hak atas pekerjaan bagi penyandang disabilitas 
merupakan bagian dari perlindungan hak asasi manusia yang 
dijamin oleh konstitusi dan berbagai instrumen hukum nasional. Di 
Indonesia, pengaturan mengenai kewajiban perusahaan untuk 
mempekerjakan penyandang disabilitas secara tegas diatur dalam 
Pasal 53 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang 
Disabilitas. Pada Undang-undang ini  mewajibkan perusahaan 
swasta mempekerjakan paling sedikit 1% penyandang disabilitas 
dari total pekerja. Sementara itu, instansi pemerintah, BUMN, dan 
BUMD wajib mempekerjakan paling sedikit 2%. Namun dalam 
praktik, implementasi ketentuan tersebut masih jauh dari optimal. 
Banyak perusahaan belum memenuhi kuota yang ditentukan dan 
penegakan hukumnya cenderung lemah karena ketiadaan sanksi 
yang spesifik dan mekanisme pengawasan yang efektif. Penelitian ini 
bertujuan menganalisis bentuk sanksi terhadap perusahaan yang 
tidak memenuhi kuota pekerja disabilitas serta menilai efektivitas 
penegakan hukum atas kewajiban tersebut di Indonesia. Metode 
yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan 
pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa meskipun terdapat dasar normatif yang kuat, 
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pengaturan sanksi dalam hukum nasional masih bersifat 
administratif dan tersebar dalam regulasi turunan maupun 
peraturan daerah. Ketiadaan mekanisme penegakan yang 
terintegrasi menyebabkan kewajiban kuota lebih bersifat deklaratif 
daripada imperatif. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi sanksi 
yang lebih tegas dan penguatan pengawasan berbasis Unit Layanan 
Disabilitas Ketenagakerjaan. 

 
PENDAHULUAN 

Negara Indonesia menjamin persamaan hak setiap warga negara untuk 

memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak sebagaimana diatur dalam Pasal 27 

ayat (2) UUD 1945. Jaminan tersebut berlaku pula bagi penyandang disabilitas sebagai 

bagian dari warga negara yang memiliki kedudukan hukum yang setara di hadapan 

hukum. Selain itu, prinsip non-diskriminasi dan kesetaraan kesempatan kerja juga 

menjadi bagian penting dalam perlindungan hak penyandang disabilitas sebagaimana 

diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Meskipun demikian, realitas 

sosial menunjukkan bahwa kelompok penyandang disabilitas masih mengalami 

diskriminasi dalam akses terhadap lapangan kerja. 

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia melalui pembentukan Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas telah menegaskan 

paradigma baru perlindungan disabilitas yang berbasis hak asasi manusia. Pasal 53 

undang-undang tersebut mewajibkan instansi pemerintah dan BUMN/BUMD 

mempekerjakan paling sedikit 2% penyandang disabilitas, sementara perusahaan swasta 

paling sedikit 1%. Ketentuan ini dimaksudkan sebagai affirmative action guna 

mengoreksi ketimpangan struktural di dunia kerja.  

Namun, implementasi kebijakan kuota ini masih menghadapi hambatan serius. 

Banyak perusahaan belum melaksanakan kewajiban tersebut dengan alasan 

keterbatasan fasilitas, produktivitas, dan minimnya regulasi teknis. Studi di Bandung dan 

beberapa kota menunjukkan bahwa penerapan kuota sering kali hanya formalitas 

administratif tanpa pengawasan substantif.  

Permasalahan utama terletak pada lemahnya penegakan hukum. Meskipun 

kewajiban telah diatur secara eksplisit, undang-undang tidak merumuskan sanksi pidana 

atau administratif yang langsung dikenakan kepada perusahaan yang melanggar. Hal ini 

menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas norma hukum tersebut dalam menjamin 

kepatuhan. 

Kewajiban pemenuhan kuota pìekìerja disabilitas pada dasarnya mìerupakan bìentuk 

tanggung jawab nìegara dan dunia usaha dalam mìewujudkan kìesìetaraan kìesìempatan 

kìerja bagi sìeluruh warga nìegara. Kìebìeradaan kìetìentuan kuota tìersìebut mìenunjukkan 

bahwa nìegara tidak hanya mìelarang diskriminasi tìerhadap pìenyandang disabilitas, 

tìetapi juga mìendorong tìerciptanya kìebijakan afirmatif yang mìembìerikan aksìes yang 

lìebih luas tìerhadap dunia kìerja. Namun, ìefìektivitas kìebijakan tìersìebut sangat bìergantung 

pada adanya mìekanismìe pìengawasan dan pìenìegakan hukum yang mìemadai. Dalam 

praktiknya, masih ditìemukan kìesìenjangan antara norma hukum yang tìelah diatur dalam 

pìeraturan pìerundang-undangan dìengan pìelaksanaannya di lapangan. Kondisi ini 

mìenimbulkan kìebutuhan untuk mìengkaji lìebih lanjut mìengìenai pìengaturan sanksi sìerta 
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ìefìektivitas pìenìegakan hukum tìerhadap pìerusahaan yang tidak mìemìenuhi kuota pìekìerja 

disabilitas. Kajian tìersìebut pìenting untuk mìenilai sìejauh mana kìetìentuan hukum yang 

bìerlaku mampu mìenjamin tìerpìenuhinya hak atas pìekìerjaan bagi pìenyandang disabilitas 

sìecara nyata. 

Pìenìelitian mìengìenai pìemìenuhan kuota pìekìerja disabilitas tìelah banyak dilakukan, 

namun sìebagian bìesar bìerfokus pada implìemìentasi kìebijakan dan pìerlindungan hak 

pìenyandang disabilitas sìecara umum. (Annur et al., 2023) mìenìeliti pìenghormatan hak-

hak pìenyandang disabilitas mìelalui kìebijakan kuota kìerja, namun bìelum sìecara spìesifik 

mìengkaji aspìek sanksi dan pìenìegakan hukum. (Fajar et al., 2025) mìenganalisis 

implìemìentasi pìemìenuhan pìekìerja pìenyandang disabilitas bìerdasarkan Undang-Undang 

Nomor 8 Tahun 2016 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 t ìentang Cipta Kìerja, 

tìetapi bìelum mìembahas sìecara mìendalam kìelìemahan pìengaturan sanksi. (Wicaksono, 

2023) mìenìeliti implìemìentasi kìebijakan kuota mìelalui Unit Layanan Disabilitas 

Kìetìenagakìerjaan di Kota Bandung dìengan fokus pada aspìek opìerasional而非 normatif. 

(Abdillah Muhammad Aufa & Darmawansyah, 2024) mìengkaji pìemìenuhan hak 

disabilitas di bidang kìetìenagakìerjaan bìerdasarkan Pìeraturan Prìesidìen Nomor 60 Tahun 

2023, namun bìelum mìenganalisis ìefìektivitas pìenìegakan hukum sìecara komprìehìensif. 

Pìenìelitian ini mìemiliki kìebaruan pada fokus kajian tìerhadap kìekosongan norma sanksi 

dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 t ìentang Pìenyandang Disabilitas sìerta 

implikasinya tìerhadap ìefìektivitas pìenìegakan hukum. Sìelain itu, pìenìelitian ini 

mìenawarkan modìel pìenìegakan hukum yang mìengombinasikan pìendìekatan sanksi 

administratif nasional, sistìem pìelaporan tìerintìegrasi, dan pìenguatan fungsi pìengawasan 

kìetìenagakìerjaan sìebagai upaya mìeningkatkan kìepatuhan pìerusahaan tìerhadap 

kìewajiban kuota pìekìerja disabilitas. 

Bìerdasarkan latar bìelakang yang tìelah diuraikan, pìenìelitian ini mìengkaji dua 

pìermasalahan utama. Pìertama, bagaimana pìengaturan sanksi tìerhadap pìerusahaan yang 

tidak mìemìenuhi kuota pìekìerja disabilitas di Indonìesia? Kìedua, bagaimana ìefìektivitas 

pìenìegakan hukum tìerhadap kìewajiban pìemìenuhan kuota pìekìerja disabilitas? 

Pìenìelitian ini bìertujuan untuk mìenganalisis bìentuk sanksi tìerhadap pìerusahaan 

yang tidak mìemìenuhi kuota pìekìerja disabilitas sìerta mìenilai ìefìektivitas pìenìegakan 

hukum atas kìewajiban tìersìebut di Indonìesia. Sìecara tìeorìetis, pìenìelitian ini diharapkan 

dapat mìembìerikan kontribusi bagi pìengìembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang 

hukum kìetìenagakìerjaan dan hukum disabilitas, dìengan mìengintìegrasikan analisis 

kìekosongan norma dan ìefìektivitas pìenìegakan hukum dalam kontìeks kìebijakan afirmatif. 

Pìenìelitian ini juga mìempìerkaya litìeratur mìengìenai harmonisasi rìegulasi dan kìepatuhan 

hukum pìerusahaan dalam pìemìenuhan hak pìenyandang disabilitas. Sìecara praktis, hasil 

pìenìelitian ini diharapkan dapat mìenjadi bahan pìertimbangan bagi pìemìerintah, 

khususnya Kìemìentìerian Kìetìenagakìerjaan dan Kìemìentìerian Hukum dan HAM, dalam 

mìerumuskan kìebijakan pìengaturan sanksi yang lìebih tìegas dan sistìem pìengawasan yang 

tìerintìegrasi. Bagi pìelaku usaha, pìenìelitian ini mìembìerikan pìemahaman mìengìenai 

kìewajiban hukum dan konsìekuìensi kìetidakpatuhan tìerhadap kuota pìekìerja disabilitas. 

Bagi pìenìeliti sìelanjutnya, pìenìelitian ini mìembuka pìeluang untuk mìelakukan kajian 
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ìempiris mìengìenai ìefìektivitas implìemìentasi sanksi di bìerbagai daìerah sìerta studi 

komparatif dìengan nìegara lain. 

 

METODE PENELITIAN 

Pìenìelitian ini mìenggunakan mìetodìe pìenìelitian hukum normatif (normativìe lìegal 

rìesìearch), yaitu pìenìelitian yang mìenìempatkan hukum sìebagai norma atau kaidah yang 

bìerlaku dalam masyarakat. Pìenìelitian hukum normatif bìertujuan untuk mìengkaji, 

mìenganalisis, dan mìenafsirkan bìerbagai kìetìentuan hukum yang mìengatur kìewajiban 

pìerusahaan dalam mìempìekìerjakan pìenyandang disabilitas sìerta mìekanismìe pìenìegakan 

hukum tìerhadap pìerusahaan yang tidak mìemìenuhi kuota pìekìerja disabilitas 

sìebagaimana diatur dalam pìeraturan pìerundang-undangan yang bìerlaku. Mìetodìe ini 

dipilih karìena fokus pìenìelitian tìerlìetak pada analisis norma hukum, sinkronisasi 

pìeraturan, dan ìefìektivitas pìenìerapan sanksi dalam praktik. 

Pìenìelitian ini mìenggunakan bìebìerapa pìendìekatan, yaitu pìendìekatan pìerundang-

undangan (statutìe approach), pìendìekatan konsìeptual (concìeptual approach), dan 

pìendìekatan kasus (casìe approach). Pìendìekatan pìerundang-undangan dilakukan dìengan 

mìenìelaah sìecara sistìematis bìerbagai rìegulasi yang bìerkaitan dìengan hak atas pìekìerjaan 

bagi pìenyandang disabilitas, mulai dari konstitusi hingga p ìeraturan pìelaksana. Rìegulasi 

yang mìenjadi fokus kajian antara lain Undang-Undang Dasar Nìegara Rìepublik Indonìesia 

Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tìentang Pìenyandang Disabilitas, 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tìentang Kìetìenagakìerjaan bìesìerta pìerubahan-

pìerubahannya, sìerta bìerbagai pìeraturan pìemìerintah, pìeraturan mìentìeri, dan kìebijakan 

tìerkait yang mìengatur kìesìempatan kìerja bagi pìenyandang disabilitas. 

Pìendìekatan konsìeptual digunakan untuk mìemahami dan mìenganalisis bìerbagai 

konsìep hukum yang bìerkaitan dìengan pìerlindungan hak pìenyandang disabilitas, 

kìesìetaraan kìesìempatan kìerja, kìewajiban hukum pìerusahaan, kìepatuhan hukum (lìegal 

compliancìe), tanggung jawab sosial pìerusahaan (corporatìe social rìesponsibility), sìerta 

ìefìektivitas pìenìegakan hukum. Pìendìekatan ini dilakukan dìengan mìengkaji pìendapat para 

ahli hukum, tìeori-tìeori hukum, dan doktrin yang b ìerkìembang dalam litìeratur akadìemik. 

Mìelalui pìendìekatan konsìeptual, pìenìelitian bìerupaya mìenìemukan dasar-dasar tìeoritis 

yang dapat digunakan untuk mìenilai sìejauh mana pìengaturan dan pìenìerapan sanksi 

tìerhadap pìerusahaan tìelah mampu mìendorong pìemìenuhan kuota pìekìerja disabilitas. 

Sìelanjutnya, pìendìekatan kasus dilakukan dìengan mìenìelaah bìerbagai kasus, laporan 

pìengawasan kìetìenagakìerjaan, putusan pìengadilan, sìerta tìemuan dari lìembaga 

pìemìerintah maupun organisasi yang b ìergìerak di bidang pìerlindungan hak pìenyandang 

disabilitas. Pìendìekatan ini bìertujuan untuk mìempìerolìeh gambaran mìengìenai kondisi 

implìemìentasi kìetìentuan kuota pìekìerja disabilitas di Indonìesia sìerta mìengidìentifikasi 

bìerbagai hambatan yang mìenyìebabkan masih rìendahnya tingkat kìepatuhan pìerusahaan 

tìerhadap kìewajiban tìersìebut. 

Sumbìer bahan hukum dalam pìenìelitian ini tìerdiri atas bahan hukum primìer, bahan 

hukum sìekundìer, dan bahan hukum tìersiìer. Bahan hukum primìer mìeliputi pìeraturan 

pìerundang-undangan, putusan pìengadilan, dan dokumìen rìesmi nìegara yang mìemiliki 

kìekuatan hukum mìengikat. Bahan hukum sìekundìer tìerdiri atas buku-buku hukum, jurnal 
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ilmiah nasional dan intìernasional, artikìel akadìemik, skripsi, tìesis, disìertasi, laporan 

pìenìelitian, sìerta publikasi lìembaga pìemìerintah maupun organisasi intìernasional yang 

rìelìevan dìengan tìema pìenìelitian. Adapun bahan hukum tìersiìer bìerupa kamus hukum, 

ìensiklopìedia hukum, indìeks pìeraturan pìerundang-undangan, dan bìerbagai sumbìer 

rìefìerìensi lainnya yang bìerfungsi untuk mìembìerikan pìenjìelasan dan pìetunjuk tìerhadap 

bahan hukum primìer dan sìekundìer. 

Tìeknik pìengumpulan bahan hukum dilakukan mìelalui studi kìepustakaan (library 

rìesìearch), yaitu dìengan mìengidìentifikasi, mìenginvìentarisasi, dan mìengkaji bìerbagai 

dokumìen hukum sìerta litìeratur yang bìerkaitan dìengan objìek pìenìelitian. Pìenìelusuran 

bahan hukum dilakukan mìelalui pìerpustakaan, databasìe jurnal ilmiah, rìepositori 

pìerguruan tinggi, situs rìesmi pìemìerintah, dan sumbìer-sumbìer akadìemik lainnya yang 

dapat dipìertanggungjawabkan sìecara ilmiah. Untuk mìenjaga rìelìevansi data, pìenìelitian 

ini mìemprioritaskan pìenggunaan jurnal dan hasil pìenìelitian yang ditìerbitkan dalam lima 

tahun tìerakhir tanpa mìengabaikan litìeratur klasik yang mìemiliki kontribusi pìenting 

tìerhadap pìerkìembangan tìeori hukum yang digunakan. 

Analisis bahan hukum dilakukan s ìecara kualitatif dìengan mìenggunakan mìetodìe 

dìeskriptif-analitis dan prìeskriptif. Analisis dìeskriptif dilakukan dìengan mìenguraikan 

sìecara sistìematis kìetìentuan hukum yang mìengatur kuota pìekìerja disabilitas, bìentuk 

sanksi yang dapat dikìenakan kìepada pìerusahaan, sìerta mìekanismìe pìengawasan dan 

pìenìegakan hukumnya. Analisis prìeskriptif dilakukan dìengan mìembìerikan argumìentasi 

hukum mìengìenai kìesìesuaian antara norma hukum yang bìerlaku dìengan pìelaksanaannya 

di lapangan sìerta mìenawarkan rìekomìendasi untuk mìeningkatkan ìefìektivitas pìenìegakan 

hukum. 

Dalam mìenganalisis ìefìektivitas pìenìegakan hukum, pìenìelitian ini mìenggunakan 

indikator yang mìeliputi kìejìelasan norma hukum, kìebìeradaan dan pìenìerapan sanksi, 

ìefìektivitas pìengawasan olìeh instansi yang bìerwìenang, tingkat kìepatuhan pìerusahaan, 

sìerta pìerlindungan hak-hak pìenyandang disabilitas dalam dunia kìerja. Dìengan dìemikian, 

pìenìelitian ini diharapkan dapat mìembìerikan gambaran yang komprìehìensif mìengìenai 

pìermasalahan kìetidakpatuhan pìerusahaan tìerhadap kuota pìekìerja disabilitas sìerta 

mìembìerikan kontribusi bagi pìengìembangan kìebijakan dan pìenìegakan hukum yang lìebih 

ìefìektif di Indonìesia. 

Hasil pìenìelitian kìemudian disusun sìecara sistìematis untuk mìenjawab rumusan 

masalah yang tìelah ditìetapkan, yaitu mìengìenai bìentuk sanksi yang dapat dikìenakan 

kìepada pìerusahaan yang tidak mìemìenuhi kuota pìekìerja disabilitas sìerta ìefìektivitas 

pìenìegakan hukum tìerhadap pìelanggaran tìersìebut. Mìelalui analisis yang komprìehìensif 

tìerhadap norma hukum, konsìep hukum, dan praktik implìemìentasinya, pìenìelitian ini 

diharapkan mampu mìembìerikan kontribusi akadìemis dalam pìengìembangan kajian 

hukum kìetìenagakìerjaan dan hukum disabilitas. S ìelain itu, hasil pìenìelitian diharapkan 

dapat mìenjadi bahan pìertimbangan bagi pìemìerintah, aparat pìenìegak hukum, dan pìelaku 

usaha dalam mìeningkatkan kìepatuhan tìerhadap kìewajiban mìempìekìerjakan pìenyandang 

disabilitas guna mìewujudkan prinsip kìesìetaraan dan kìeadilan dalam dunia kìerja. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pìengaturan Sanksi tìerhadap Pìerusahaan yang Tidak Mìemìenuhi Kuota Pìekìerja Disabilitas 

di Indonìesia 

Hak atas pìekìerjaan bagi pìenyandang disabilitas mìerupakan bagian dari hak asasi 

manusia yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Nìegara Rìepublik Indonìesia Tahun 

1945 dan bìerbagai instrumìen hukum nasional. Sìebagai bìentuk pìerlindungan tìerhadap 

hak tìersìebut, Pasal 53 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 t ìentang Pìenyandang 

Disabilitas mìewajibkan instansi pìemìerintah, BUMN, BUMD, dan pìerusahaan swasta 

untuk mìempìekìerjakan pìenyandang disabilitas sìesuai dìengan kuota yang tìelah 

ditìentukan. 

Mìeskipun kìewajiban tìersìebut tìelah diatur sìecara tìegas, Undang-Undang Nomor 8 

Tahun 2016 bìelum mìengatur sìecara ìeksplisit sanksi yang dikìenakan kìepada pìerusahaan 

yang tidak mìemìenuhi kuota pìekìerja disabilitas. Kondisi ini mìenimbulkan kìekosongan 

norma (normativìe gap) dalam pìenìegakan kìewajiban tìersìebut. Akibatnya, kìetìentuan 

kuota pìekìerja disabilitas lìebih banyak bìerfungsi sìebagai norma yang bìersifat dìeklaratif 

daripada norma yang mìemiliki daya paksa yang kuat. 

Dalam praktiknya, pìengaturan sanksi tìerhadap pìerusahaan yang tidak mìemìenuhi 

kuota pìekìerja disabilitas lìebih banyak ditìemukan dalam bìerbagai pìeraturan pìelaksana 

dan pìeraturan daìerah. Bìentuk sanksi yang ditìerapkan umumnya bìerupa sanksi 

administratif, sìepìerti tìeguran tìertulis, pìembatasan pìelayanan publik tìertìentu, 

pìembìekuan izin usaha, hingga pìencabutan fasilitas yang dibìerikan olìeh pìemìerintah. 

Namun, kìebìeradaan pìengaturan yang bìerbìeda-bìeda antar daìerah mìenimbulkan 

kìetidakharmonisan hukum dan mìenyìebabkan standar pìenìegakan hukum mìenjadi tidak 

sìeragam. 

Ditinjau dari tìeori pìenìegakan hukum, kìebìeradaan sanksi mìerupakan instrumìen 

pìenting untuk mìenjamin kìepatuhan tìerhadap suatu norma hukum. Olìeh karìena itu, 

dipìerlukan rìeformulasi pìengaturan sanksi yang lìebih tìegas, jìelas, dan bìerlaku sìecara 

nasional agar kìewajiban pìemìenuhan kuota pìekìerja disabilitas mìemiliki kìepastian hukum 

dan daya paksa yang mìemadai. 

  

Efìektivitas Pìenìegakan Hukum tìerhadap Kìewajiban Pìemìenuhan Kuota Pìekìerja Disabilitas 

Efìektivitas pìenìegakan hukum tìerhadap kìewajiban pìemìenuhan kuota pìekìerja 

disabilitas dapat dianalisis mìelalui tìeori ìefìektivitas hukum Soìerjono Soìekanto yang 

mìeliputi faktor hukum, faktor pìenìegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor 

masyarakat, dan faktor budaya hukum. 

Dari faktor hukum, ìefìektivitas pìenìegakan hukum masih rìendah karìena bìelum 

tìerdapat pìengaturan sanksi yang tìegas dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. 

Kìetiadaan sanksi yang jìelas mìenyìebabkan kìewajiban kuota pìekìerja disabilitas tidak 

mìemiliki daya paksa yang kuat tìerhadap pìerusahaan. 

Dari faktor pìenìegak hukum, pìengawasan yang dilakukan olìeh instansi 

kìetìenagakìerjaan dan Unit Layanan Disabilitas bìelum bìerjalan sìecara optimal. 

Kìetìerbatasan sumbìer daya manusia, anggaran, sìerta bìelum adanya sistìem pìengawasan 
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yang tìerintìegrasi mìenjadi hambatan dalam mìemastikan kìepatuhan pìerusahaan tìerhadap 

kìewajiban tìersìebut. 

Dari faktor sarana dan fasilitas, bìelum tìersìedianya sistìem pìelaporan nasional yang 

tìerintìegrasi mìenyìebabkan pìemìerintah kìesulitan mìelakukan monitoring dan ìevaluasi 

tìerhadap pìelaksanaan kuota pìekìerja disabilitas. Sìelain itu, masih banyak p ìerusahaan 

yang bìelum mìenyìediakan lingkungan kìerja yang aksìesibìel bagi pìenyandang disabilitas. 

Dari faktor masyarakat dan budaya hukum, masih tìerdapat stigma bahwa 

pìenyandang disabilitas mìemiliki produktivitas yang lìebih rìendah dibandingkan pìekìerja 

non-disabilitas. Pandangan tìersìebut turut mìemìengaruhi rìendahnya tingkat pìenìerimaan 

tìenaga kìerja disabilitas di bìerbagai sìektor usaha. 

Berdasarkan analisis tersebut, penegakan hukum terhadap kewajiban pemenuhan 

kuota pekerja disabilitas di Indonesia belum berjalan secara efektif. Oleh karena itu, 

diperlukan penguatan regulasi, pembentukan sistem pengawasan yang terintegrasi, 

optimalisasi peran Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan, serta peningkatan 

kesadaran hukum dan sosial mengenai pentingnya inklusivitas dalam dunia kerja. 

 

KESIMPULAN 

Pengaturan sanksi terhadap perusahaan yang tidak memenuhi kuota pekerja 

disabilitas di Indonesia belum diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 

2016 tentang Penyandang Disabilitas. Meskipun Pasal 53 telah mewajibkan perusahaan 

swasta mempekerjakan paling sedikit 1% penyandang disabilitas serta instansi 

pemerintah, BUMN, dan BUMD mempekerjakan paling sedikit 2%, pengaturan mengenai 

sanksi lebih banyak ditemukan dalam peraturan pelaksana dan peraturan daerah. 

Akibatnya, terjadi ketidakharmonisan pengaturan dan belum tercipta kepastian hukum 

yang seragam dalam penegakannya di seluruh wilayah Indonesia.  Penegakan hukum 

terhadap kewajiban pemenuhan kuota pekerja disabilitas di Indonesia belum berjalan 

secara efektif. Hal ini disebabkan oleh belum adanya sanksi yang tegas, lemahnya 

pengawasan oleh instansi terkait, belum tersedianya sistem pelaporan nasional yang 

terintegrasi, serta masih adanya stigma terhadap kemampuan kerja penyandang 

disabilitas. Kondisi tersebut menyebabkan kewajiban kuota pekerja disabilitas 

cenderung bersifat deklaratif dan belum sepenuhnya mampu mendorong kepatuhan 

perusahaan secara optimal. 

Pemerintah perlu melakukan penyempurnaan terhadap Undang-Undang Nomor 8 

Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dengan mengatur secara tegas bentuk dan 

mekanisme penerapan sanksi bagi perusahaan yang tidak memenuhi kuota pekerja 

disabilitas. Pengaturan tersebut perlu berlaku secara nasional untuk menciptakan 

kepastian hukum dan keseragaman penegakan hukum. Untuk meningkatkan efektivitas 

penegakan hukum, pemerintah perlu memperkuat fungsi pengawasan melalui Unit 

Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan dan pengawas ketenagakerjaan, membangun 

sistem pelaporan dan monitoring yang terintegrasi secara nasional, serta meningkatkan 

sosialisasi mengenai pentingnya inklusivitas ketenagakerjaan. Dengan demikian, 

pemenuhan hak atas pekerjaan bagi penyandang disabilitas dapat terjamin secara lebih 

efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. 
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